WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Menimbang

Mengingat

. da.

b.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru 7
Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sesuai lagi

dengan perkembangan kondisi keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah  Kota

Pekanbaru;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

LL,

12,

13.

14.

15.

16.

17,

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
5);

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan




18.

19.

20.

Menetapkan

TPP Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Cuti pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1861);

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
(Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :




Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 17

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 70% dari
besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019.

(2) dihapus.
(3) dihapus.
(4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Me. 2019

WALIKOTA PEKANBARU,
ttd.
FIRDAUS
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 ™Me( 2044
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.
MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ..50...

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001




